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ABSTRAK 

Perkawinan beda agama merupakan isu kompleks yang sering menimbulkan 

perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik pendaftaran perkawinan 

beda agama antara Indonesia, yang menganut sistem hukum berbasis agama, dengan 

Australia, yang menganut sistem hukum sekuler. Di Indonesia, keabsahan perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan kesesuaian 

dengan hukum agama masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan perkawinan beda 

agama sulit untuk dilegalkan dan dicatatkan oleh negara, kecuali melalui jalur alternatif 

seperti penetapan pengadilan atau konversi agama.  

Sementara itu, Australia melalui Marriage Act 1961 memberikan ruang legal bagi 

setiap individu untuk menikah tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, sehingga 

pernikahan beda agama dapat dilakukan dan dicatat secara sah tanpa hambatan 

administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum 

(comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum 

Indonesia cenderung restriktif dan dipengaruhi oleh norma agama, sedangkan sistem 

hukum Australia lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan non-

diskriminasi. Temuan ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum di Indonesia 

untuk merespons dinamika masyarakat modern yang semakin pluralistik dan untuk 

memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara. 

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Perkawinan, Indonesia, Australia, 

Perbandingan Hukum, Kebebasan Beragama. 
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ABSTRACT 

Interfaith marriage is a complex issue that frequently sparks debate in various 

countries, including Indonesia and Australia. This study aims to analyze and compare 

the regulations and registration practices of interfaith marriage between Indonesia, 

which adopts a religion-based legal system, and Australia, which upholds a secular legal 

framework. In Indonesia, the validity of a marriage is governed by Law Number 1 of 

1974, which requires conformity with each party's religious laws. This makes it difficult 

for interfaith marriages to be legalized and officially registered by the state, except 

through alternative means such as court petitions or religious conversion.  

In contrast, Australia, through the Marriage Act 1961, provides legal room for 

individuals to marry regardless of their religious backgrounds, allowing interfaith 

marriages to be performed and officially recorded without administrative barriers. This 

study uses normative juridical methods with a statute approach and comparative legal 

approach. The findings reveal that Indonesia’s legal approach tends to be restrictive and 

influenced by religious norms, whereas Australia’s legal system emphasizes equality, 

individual freedom, and non-discrimination. These findings suggest the urgency for legal 

reform in Indonesia to better respond to the realities of a pluralistic society and to ensure 

equal legal protection for all citizens. 

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Indonesia, Australia, Comparative Law, 

Religious Freedom. 
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